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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari analisis data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan
bahwa :
1. Perlindungan Keselamatan Kerja reporter di PT.RTV belum sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang
perlindungan keselamatan kerja karena PT.RTV tidak
menyediakan alat perlindungan keselamatan kerja (APD) seperti:
baju pelindung (kevlar vest), safety shoes, pelindung kepala dan
muka, pelindung pernafasan beserta perlengkapannya. Mengingat
keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak dari para reporter
yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT.RTV. Hal ini perlu
diperhatikan agar mengurangi resiko kecelakaan kerja pada saat
bertugas.
2. Peran PT.RTV sebagai pemberi pekerjaan terhadap Keselamatan
Kerja bagi reporter yang bertugas di rawan bencana dan konflik,
PT.RTV memberikan pelatihan kerja pekerja hanya dilakukan
diawal reporter yang baru diterima bekerja di PT.RTV di berikan
pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan untuk meliput berita
namun hal ini yang kurang diperhatikan oleh PT.RTV karena
setiap peliputan berita reporter diterjunkan ke lokasi yang berbeda-
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beda dan resiko yang berbeda pula tergantung pada berita apa yang
akan diliput di lapangan khusus nya bagi reporter yang sedang
meliput berita di rawan konflik dan bencana. Perlindungan
keselamatan kerja diberikan ketika telah terjadi kecelakaan kerja
atau disebut dengan upaya kuratif, tapi belum mengarah pada
tindakan upaya preventif atau pencegahan terjadinya kecelakaan
kerja PT.RTV
B. Saran
Berdasarkan hasil analisis data penelitian diatas, maka saran ini
diharapkan dapat menjadi pertimbangan PT.RTV agar Alat Perlindungan
Diri guna untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja harus disediakan
mengingat para reporter yang bekerja dilapangan khususnya yang bekerja
di zona berbahaya sewaktu-waktu bisa saja mengalami kecelakaan kerja
saat meliput berita. Diharapkan dengan adanya peraturan yang mengatur
tentang Alat Perlindungan Diri yaitu Pasal 2 Ayat (1)
PER.08/MEN/VII/2010 PT.RTV dapat lebih memperhatikan keselamatan
kerja reporter. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan seharusnya tidak hanya memberikan santunan setelah
terjadi kecelakaan kerja namun perlu diperhatikan upaya pencegahan
terjadinya kecelakaan kerja.
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